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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/PERMENTAN/PP.320/5/2017
TENTANG

OPERASI PASAR MENGGUNAKAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DALAM RANGKA STABILISASI HARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17A Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan
kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka
Ketahanan Pangan Nasional, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertanian tentang Operasi Pasar Menggunakan

Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka Stabilisasi Harga;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran
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10.

Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
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Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG
dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan
kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam
rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1243);

Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan
Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/
PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian
Gabah dan Beras Diluar Kualitas oleh Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan
Ketahanan Pangan Nomor 03/
Permentan/PP.200/3/2017 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian
Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/
PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian
Gabah dan Beras Diluar Kualitas oleh Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 364);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG OPERASI
PASAR MENGGUNAKAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
DALAM RANGKA STABILISASI HARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Operasi Pasar adalah tindakan pemerintah dalam rangka
pencegahan atau penanganan lonjakan harga beras yang
terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu
dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah.
Cadangan Beras Pemerintah adalah persediaan beras
yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.

Lonjakan Harga Beras adalah peningkatan harga beras di
tingkat konsumen terhadap Harga Normal dan/atau
dapat meresahkan masyarakat.

Harga Normal adalah harga rata-rata beras kualitas
medium di tingkat konsumen sebelum terjadinya
Lonjakan Harga Beras.

Stabilisasi Harga adalah tindakan yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya Lonjakan Harga Beras yang dapat
meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya
pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.

Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas
yang setara dengan beras Cadangan Beras Pemerintah.
Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET
adalah harga tertinggi penjualan beras di tingkat

konsumen.
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